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Abstrak : Kajian deskriptif ini bertujuan untuk menyajikan capaian-capaian umum 
pendidikan di Aceh dan menghubungkannya dengan pergerakan beberapa indikator 
utama pembangunan ekonomi; pertumbuhan PDB, pendapatan per kapita, dan angka 
pengangguran. Metode deskriptif digunakan dengan mengumpulkan informasi yang 
dianalisis melalui observasi terhadap data-data skunder dan pengamatan korelasi 
antar variabel secara grafik. Data diperoleh dari publikasi-publikasi atau dokumen-
dokumen dari lembaga resmi yang berhubungan dengan bidang pendidikan. Data-
data dasar diekstraksi dari Laporan Perkembangan Pendidikan Aceh yang diterbitkan 
oleh TKPPA sejak 2009 hingga 2012. Statistik deskriptif ditampilkan untuk menarik 
kesimpulan umum dari dataStatistik disajikan dalam bentuk tabel-tabel dan grafik-
grafik. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan Aceh mempunyai 
kecencerungan semakin tumbuh, baik dari dari sudut kuantitas maupun kualitas. 
Angka melek huruf relatif tinggi, sementara angka partisipasi pendidikan dan rata-
rata lama sekolah cenderung meningkat. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi dan 
pendapatan per kapita meningkat selama periode observasi yang sama. Demikian 
pula angka pengangguran menuru. Dengan demikian, dapat disimpulkan ada indikasi 
hubungan positif antara kinerja pendidikan di Aceh dengan kinerja ekonomi. Karena 
kajian ini hanya deskriptif dan belum dibuktikan secara statistik, disarankan agar 
dilakukan kajian empiris yang lebih formal dengan melakukan estimasi terhadap 
model ekonometrik terhadap hubungan antara kinerja pendidikan dan pertumbuhan 
ekonomi. 
Kata kunci : angka partisipasi pendidikan, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per 
kapita 
Pendahuluan 
Hubungan antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi selalu menarik dan menjadi isu penting dalam 
pembuatan kebijakan tentang investasi publik dalam bidang modal manusia (human capital). Pembentukan 
modal manusia sudah dipelopori sejak lama (lihat Becker, 1993). Perkembangan teori-pertumbuhan ekonomi 
endogen juga semakin memfokuskan analisis ekonomi pada pentingnya investasi pendidikan. Becker 
beragumentasi bahwa individu membuat pilihan-pilihan tentang investasi modal manusia didasarkan pada 
manfaat dan biaya, termasuk imbal investasi (return on investment). Dia juga mengindikasikan bahwa tingkat 
imbal investasi berbeda-beda antar individu dan karenanya mempunyai implikasin makroekonominya. 
Modal manusia adalah stok kompetensi, ilmu pengetahuan, atribut sosial dan personal, termasuk 
kreativitas, yang melekat pada kemampuan menggunakan tenaga kerja dalam menghasilkan nilai ekonomi.i 
Banyak teori mengaitkan secara eksplisit antara investasi pembangunan modal manusia dengan pendidikan, dan 
peran modal manusia dalam pembangunan ekonomi, pertumbuhan produktivitas, dan inovasi seringkali disebut 
sebagai justifikasi untuk adanya subsidi oleh pemerintah pada pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja. 
Simkovic (2013) menyimpulkan bahwa mengalokasikan sumberdaya pendidikan secara lebih efisien akan 
bermanfaat tidak saja bagi individu siswa/mahasiswa tapi juga keluarga mereka. Dengan kasus AS ditemukan 
bahwa produktivitas dan daya saing tenaga kerja AS meningkat, dengan konsekuensi manfaat bagi keuangan 
sektor swasta dan sektor publik. Oleh karena itu, dalam jangka panjang, efisiensi demikian selanjutnya dapat 
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Penelitian-penelitian dewasa ini telah menunjukkan bahwa investasi modal manusia yang 
meningkatkan kualitas tenaga kerja dalam perekonomian adalah serupa dalam hal dampak dengan investasi 
modal fisik yang menaikkan stok alat-alat dan perlengkapan yang digunakan dalam produksi (Sharp, Register, 
dan Grimes, 2013). Kenaikan modal manusia di AS selama periode dari 1950 hingga sekarang merupakan faktor 
penentu utama bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang di AS.  
Pendidikan sebagai salah satu bagian penting dari pembentukan modal manusia semakin mendapat 
perhatian dari peneliti dengan kajian empiris berbagai berbagai negara dan antarnegara. Tapi penelitian untuk 
wilayah regional dalam suatu negara masih relatif lebih sedikit. Penelitian ini menganalisis hubungan antara 
pendidikan dan pertumbuhan ekonomi untuk kasus Aceh yang unik. 
Kajian Literatur 
Kuantitas dan kualitas pendidikan diyakini menentukan efisiensi dan produktivitas perekonomian. 
Semakin tinggi jumlah tenaga kerja yang terdidik dan terampil, semakin produktif suatu masyarakat. Ini tidak 
berarti bahwa semakin besar belanja pemerintah, semakin banyak keluaran dari sistem pendidikan yang 
berkualitas. Hubungan antara peningkatan produktivitas dan karenanya pertumbuhan ekonomi terus 
didiskusikan oleh para ekonom. Cooray, A. V. (2009) menemukan bahwa kuantitas pendidikan yang diukur 
dengan angka partisipasi sekolah (enrolment ratios) secara pasti memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Namun 
pengaruh belanja pemerintah pada pertumbuhan ekonomi secara umum bersifat tidak langsung melalui 
dampaknya pada meningkatnya kualitas pendidikan. Zeira (2009) mengungkapkan bahwa adopsi teknologi 
tergantung secara negatif pada upah pekerja terdidik. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi tergantung secara 
negatif pada biaya pendidikan atau pada hambatan-hambatan memperoleh pendidikan. Jika biaya pendidikan 
tinggi, maka pertumbuhan ekonomi dapat melamban dan bahkan berhenti sama sekali, sehingga menciptakan 
perangkap pembangunan. 
Lebih lanjut, Hanushek dan Woessmann (2008) menunjukkan bahwa melek huruf dan angka dapat 
menaikkan pendapatan per kapita. Collier, Green, Kim, dan Peirson (2011) mempelajari hubungan antara 
pelatihan, kualitas tenaga kerja dan kinerja perusahaan. Mereka menemukan bahwa pelatihan dan pendidikan 
menghasilkan pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja perusahaan. Labih lanjut Vu, Hammes, dan Im 
(2012) menunjukkan bahwa pengaruh pendidikan vokasional terhadap pertumbuhan ekonomi terlihat lebih besar 
daripada pendidikan universitas. Sebaliknya, pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pendidikan vokasional 
tampak lebih kuat daripada terhadap pendidikan universitas. Nilsson (2010) mengungkapkan bahwa pendidikan 
dan pelatihan vokasional (VET) selama tahun-tahun terakhir ini telah bergairah kembali karena dua alasan 
utama. Pertama, VET dianggap sebagai cara yang tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedua, bidang 
ini dipandang sebagai alat yang potensial ampuh untuk meningkatkan inklusi sosial. Bukti tentang besarnya 
pengaruh peningkatan produktivitas karena VET pada tingkat perusahaan adalah sangat solid, tapi bukti tentang 
pengaruhnya pada pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh masih jauh dari konklusif. Pengaruhnya pada 
inklusi sosial tidak pasti sebab reformasi sistem VET belum cukup dan karena adanya kesulitan melahirkan 
perubahan kelembagaan yang diperlukan.  
Peterson dan Woessmann (2010) menguraikan artikel-artikel yang dipublikasi tentang ekonomi 
pendidikan. Termasuk di antara yang banyak dianalisis adalah tentang insentif dan seleksi dalam sistem 
pendidikan, apakah bantuan pendidikan bersifat redistributif, dan penyetaraan belajar dan industri yang 
didorong oleh perdagangan. Marrocu dan Paci (2012) menemukan bahwa orang dengan pendidikan tinggi yang 
bekerja pada pekerjaan kreatif adalah komponen yang paling relevan menjelaskan efisiensi produksi, lulusan 
nonkreatif mempunyai dampak lebih rendah, dan hohemians tidak memperlihatkan dampak siginifikan terhadap 
kinerja regional. Lebih lanjut, pengaruh signifikan terjadi karena modal teknologi, keragaman budaya, dan 
karakteristik industri dan geografis, dengan demikian memberikan bukti kuat bahwa lingkungan berpendidikan, 
innovatif, terbuka, dan beragam budaya menjadi semakin penting bagi peningkatan produktivitas. 
Faruq dan Taylor (2011) menggunakan data dari lebih lima puluh negara untuk menguji dampak 
pendidikan terhadap kinerja ekonomi dan apakah kualitas pendidikan mempunyai dampak lebih besar di negara-
negara dengan kelembagaan (variabel sosial dan politik yang memengaruhi kinerja ekonomi) yang lebih baik. 
Hasilnya menunjukkan terdapat hubungan positif antara kualitas pendidikan dan PDB per kapita. Dampak 
tersebut lebih bermanfaat di negara-negara yang mempunyai kondisi hukum dan ketertiban yang lebih baik, 
stabilitas pemerintahan lebih baik, dan lingkungan kelembagaan yang lebih baik. Miao dan Sunny (2011) 
menunjukkan bahwa dengan kualitas pendidikan yang lebih baik, tidak diperlukan kuantitas pendidikan yang 
sebanding untuk FDI mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Athanassiadis (2011) 
bahkan memasukkan premi risiko dengan asumsi bahwa investasi pendidikan merupakan pengambilan 
keputusan finansial yang tak pasti (uncertain). Imbal pendidikan di 15 negara anggota Uni Eropa dan OECD 
selama 2005-2007 diestimasi dari sudut pandang makroekonomi dengan menggunakan CAPM multifaktor. 
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Kontribusi pendidikan terhadap pembangunan ekonomi pada akhir-akhir ini semakin intensif 
didiskusikan dan diteliti. Gherghina (2013) mengungkapkan bahwa salah satu faktor utama yang menentukan 
PDB per kapita adalah tingkat pelatihan faktor input tenaga kerja (human capital). Ramos, Surinach, dan Artis 
(2012) menganalisis hubungan antara modal manusia (human capital) dan pertumbuhan ekonomi regional di 
Uni Eropa. Mereka menyimpulkan bahwa perkembangan ekonomi wilayah-wilayah di Eropa akhir-akhir ini 
terkait dengan peningkatan over-education (pendidikan lebih tinggi daripada kebutuhan pekerjaan). Tsamadias 
dan Prontzas (2012) menemukan bahwa hingga 66% dari variasi laju pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh 
modal fisik, modal manusia, dan tenaga kerja. Ketika koefisien pendidikan diestimasi menggunakan lag waktu, 
kontribusi perbedaan tahunan dari pertumbuhan modal manusia terhadap perbedaan tahunan pertumbuhan PDB 
mencapai 0,64% hingga 0,81%. 
Studi-studi kasus di banyak negara memberikan bukti empiris tentang hubungan pendidikan dengan 
pertumbuhan ekonomi. Jalil dan Idris (2013) mengevaluasi pengaruh pendidikan (dari sudut tingkat dan 
pertumbuhan) terhadap pertumbuhan ekonomi Pakistan selama periode 1960 hingga 2010 dan menyimpulkan 
terdapat pengaruh positif dari berbagai jenjang pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi Pakistan. Meng, 
Shen, dan Xue (2013) menunjukkan bahwa selama lebih 20 tahun antara 1988 dan 2009 penghasilan nyata rata-
rata pekerja laki-laki perkotaan di China telah meningkat 350%. Tapi terjadi pula peningkatan ketidakmerataan 
penghasilan yang besar antara mereka yang mempunyai ketrampilan dan mereka tidak punya ketrampilan. 
Ibourk dan Amagouss (2013) menginvestigasi sejauh mana ketakmerataan pendidikan dan dampaknya terhadap 
pertumbuhan ekonomi. Temuannya menunjukkan menurunnya index Gini di semua negara, baik untuk laki-laki 
dan perempuan, untuk semua kelompok umur. Indeks Gini total memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara 
negatif dan signififant untuk semua negara. Dengan demikian pengurangan ketimpangan pendapatan 
berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan. Mhere, Chpunza, dan Masunda (2013), dengan menggunakan 
metode dynamic ordinary least squares (DOLS), menunjukkan bahwa pendidikan, yang diukur dengan belanja 
pemerintah untuk pendidikan, merupakan covariat (variabel penjelas) yang fundamental bagi pertumbuhan 
ekonomi di Zimbabwe. Erygit, Erygit, dan Selen (2012) meneliti hubungan jangka panjang antara belanja 
pendidikan-kesehatan, belanja pertahanan, dan pertumbuhan ekonomi di Turkey dengan menggunakan data seri 
waktu untuk periode 150-2005. Hasilnya menunjukkan bahwa belanja pendidikan dan kesehatan memengaruhi 
pertumbuhan ekonomi secara positif, sementara belanja pertahanan mempunyai pengaruh negatif. Juga terdapat 
trade-off antara belanja pendidikan-kesehatan dan belanja pertahanan. 
Frini dan Muller (2012) memberikan bukti empiris bahwa di Tunisia terdapat interaksi antara fertilitas, 
pendidikan dan pertumbuhan ekonomi di mana tiga jenjang pendidikan, yakni dasar, menengah, dan tinggi 
dipertimbangkan. Ditemukan bahwa pendidikan dapat memicu transisi fertilitas baik dalam jangka pendek 
maupun dalam jangka panjang. Selain itu, pendidikan secara relatif telah mendorong pertumbuhan ekonomi tapi 
tidak tinggi dorongannya melalui interaksi dinamiknya dengan fertilitas. Selanjutnya transisi fertilitas telah 
memberi pengaruh balik terhadap pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. 
Ganegodage dan Rambaldi (2011) mengevaluasi kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi 
Sri Lanka selama periode 1959-2008. Modal fisik, perubahan kebijakan ekonomi dan perang etnis juga 
dievaluasi karena substansinya penting. Dengan mendasarkan penelitiannya pada model pertumbuhan neoklasik 
dan pertumbuhan endogen, dampak pendidikan diukur melalui kualitas stok modal manusia yang disesuaikan. 
Imbal (returns) investasi pendidikan adalah positif tapi secara signifikan lebih rendah daripada yang ditemukan 
untuk negara-negara sedang berkembang lainnya. Tidak seperti kebanyakan negara-negara maju, imbal yang 
lebih tinggi dari modal fisik tidak dapat menghasilkan eksternalitas positif yang besar. Perang telah 
mengakibatkan pengaruh negatif yang terduga terhadap output, dan hasil dai perubahan kebijakan ekonomi 
adalah inkonklusif. Hasil demikian mengindikasikan perlunya suatu strategi yang tepat untuk mengalokasikan 
sumberdaya kepada pendidikan untuk meningkatkan imbalnya untuk perekonmian.  
Gyimah-Brempong (2011) menggunakan data panel untuk menginvestigasi pengaruh pendidikan pada 
beberapa hasil pembangunan di negara-negara Afrika. Dia menemukan bahwa pendidikan mempunyai dampak 
positif dan siginifikan terhadap hasil-hasil pembangunan. Ditemukan juga bahwa berbagai jenjang pendidikan 
berbeda mempunyai pengaruh berbeda pada hasil-hasil pembangunan. Untuk sebagian negara pendidikan dasar 
dan menengah bisa lebih penting daripada pendidikan tersier, sementara untuk beberapa hasil pembangunan, 
seperti laju pertumbuhan pendapatan, pendidikan tersier bisa lebih penting. Lawal dan Wahab (2011) 
menggunakan seri waktu yang panjang 1980-2008 untuk kasus Nigeria dan menemukan dampak yang langsung 
dan tidak langsung investasi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 
Kreisan dan Hawarin (2011) menggunakan teknik seri waktu tiga tahap, akar unit, kointegrasi dan 
kausalitas didasarkan pada VECM untuk kasus Jordania. Pendidikan - diukur dengan pekerja terdidik - 
mempunyai dampak kausal terhadap pertumbuhan ekonomi. Pekerja terdidik dipilah ke dalam empat kategori, 
angkatan kerja dengan pendidikan dasar, menengah, bachelor dan sarjana. Hasilnya menyimpulkan bahwa 
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Penelitian ini adalah studi deskriptif di mana informasi dikumpulkan tanpa mengubah kondisi yang 
ada. Observasi dilakukan melalui data-data skunder dan korelasi antar variabel dianalisis. Dengan demikian, 
penelitian ini bukan studi eksperimental. Studi deskriptif ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 
sebagai berikut. Apa atau kecenderungan apa yang sedang berlangsung atau sebelumnya terjadi (“what is” or 
“what was.) dan tidak ditujukan secara khusus untuk menjawab mengapa hal itu terjadi atau bagaimana 
terjadinya (“why” or “how”) yang merupakan bagian dari studi eksperimental. Namun demikian, dugaan-
dugaan tentang hubungan kausal dideskripsikan sebagai hipotesis yang tidak diuji.   
Data diperoleh dari publikasi-publikasi atau dokumen-dokumen dari lembaga resmi yang berhubungan 
dengan bidang pendidikan. Dalam hal ini data diperoleh dari publikasi atau dokumen dari Majelis Pendidikan 
Daerah (MPD) Aceh, Dinas Pendidikan Aceh, Bappeda Aceh, dan Tim Koordinasi Pembangunan Pendidikan 
Aceh (TKPPA). Data-data dasar diekstraksi dari Laporan Perkembangan Pendidikan Aceh yang diterbitkan oleh 
TKPPA sejak 2009 hingga 2012. Data deret silang (cross-section) dan data urut waktu (time-series) diobservasi 
melalui pengamatan interaksi satu-waktu (one-time interaction) antar variabel.  
Statistik deskriptif ditampilkan untuk menarik kesimpulan umum dari data, yang tidak seluruhnya 
merupakan populasi, melainkan sampel. Ukuran-ukuran yang digunakan adalah kecenderungan umum (central 
tendency) terutama rerata (mean) dan ukuran-ukuran variabilitas atau dispersi. Ukuran variabilitas sederhana 
yang dipakai adalah nilai minimum dan nilai maksimum. Statistik disajikan dalam bentuk tabel-tabel dan grafik-
grafik. 
Analisis 
Sumber Dana Pendidikan Aceh dan Alokasinya 
Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh 
(UUPA), yang kemudian dipertegas dalam Qanun Aceh Nomor 2/2008 dan Qanun Aceh Nomor 5/2008, dana 
pendidikan Aceh berasal dari dana otonomi khusus sebesar 20% dan tambahan dana bagi hasil minyak dan gas 
bumi sebesar 30%. Gambar 1 memperlihatkan sumber dana tersebut dan bagaimana dialokasikan antar 
penggunaan untuk pendidikan dan sektor-sektor lain dan pembagian menurut jenjang pemerintahan di Aceh. 
Selain itu juga terdapat ketentuan bahwa sebesar 20% dari total belanja dalam anggaran, baik di tingkat provinsi 
maupun di tingkat kabupaten/kota, dialokasikan untuk pendidikan.ii  
Sebagai konsekuensi, Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota mempunyai kapasitas fiskal 
yang besar untuk membangun pendidikan. Hal ini ditunjukkan dengan kecenderungan ketersediaan dana 
pendidikan di tingkat provinsi. Tabel 1 menunjukkan bahwa, kendati belum memenuhi ketentuan  
 














Tabel 1. Alokasi APBA untuk Pendidikan, 2008-2012 
Tahun APBA (Rp.) Alokasi Pendidikan 
(Rp.) 
Persentase 
2008 8.518.740.595.768 1.032.399.630.631 12,12% 
2009 9.791.344.121.604 1.353.621.967.610 13,82% 
2010 7.638.450.904.777 1.245.243.133.282 16,30% 
2011 7.974.700.000.000 973.488.671.691 12,21% 
2012 9.511.938.653.801 947.464.859.253 9,96% 
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alokasi 20% dari anggaran, dana pendidikan yang tersedia setiap tahun mencapai sekitar 1 triliun rupiah. 
Peningkatan signifikan dalam dana pendidikan Aceh terjadi pada tahun 2002 ketika diberlakukannya Undang-
Undang 18 Tahun 2001) tentang Otonomi Khusus Aceh di mana 30% TDBH Migas dialokasikan untuk 
pembangunan pendidikan. Kemudian sejak 2008 yang merupakan tahun pertama diberlukannya UUPA, dana 
Otonomi Khususiii mulai mengalir, di mana pendidikan merupakan satu di antara 6 sektor yang menjadi target 
pendanaan. Karena produksi minyak dan gas bumi cenderung menurun, maka bagian dari TDBH Migas 
diperkirakan akan menurun terus. Namun bagian dana otsus cenderung meningkat karena penerimaan dalam 
negeri pemerintah Indonesia diperkirakan meningkat, dengan demikian DAU juga diperkirakan terus meningkat. 
 
Capaian Pendidikan Aceh  
Angka Melek Huruf (AMH) di Aceh pada tahun 2012 mencapai 96,06 persen, di atas rata-rata nasional 
93,1 persen dan bahkan berada di atas target nasional yang ingin dicapai setinggi 95,8 persen pada 2014.iv Akses 
(kesempatan belajar) di Aceh pada berbagai kelompok usia sekolah secara umum sudah mencapai tingkat yang 
tinggi. Pada kelompok usia 7-12 Angka Partisipasi Sekolah (APS)v mencapai di atas 99 %, pada tahun 2011 
pada kelompok usia 13-15 di atas 94%, dan pada kelompok usia 16-18 mencapai di atas 72%. Pada kelompok 
usia pendidikan tinggi partisipasi mencapai di atas 24% (tahun 2010).  Dari sudut Angka Partisipasi Kasar 
(APK), kecuali untuk jenjang pendidikan SMP dan sederajat, APK SD dan sederajat masih berada di atas 100%. 
Ini menandakan masih adanya anak-anak usia di bawah 7 tahun yang sudah berada pada jenjang pendidikan 
dasar atau anak-anak di atas usia 12 yang masih berada di bangku SD dan sederajat. Yang pertama dapat terjadi 
karena masih rendahnya partisipasi pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Angka Partisipasi Kasar (APK) 
penduduk usia 4-6 tahun di TK/RA di Aceh hanya 30% pada 2012.vi Angka Partisipasi Murni (APM) untuk 
jenjang SD dan sederajat sudah mencapai di atas 92% pada 2011, yang hampir setingkat dengan angka nasional 
93% pada 2012. APM SMP dan sederajat bahkan mencapai hampir 75%, lebih tinggi daripada angka nasional 
60%. APM pendidikan tinggi yang mencapai 24% (2011)vii bahkan lebih tinggi dari angka nasional 15% (2012).  
 
Gambar 2. Angka Melek Huruf penduduk dewasa di Aceh,  2007-2012 (dalam persen) 
 
 
              TKPPA, Laporan Perkembangan Pendidikan Aceh 2012. 
 
Tabel 2. Capaian Pendidikan Aceh diukur dengan Beberapa Indikator Utama 
2003-2011 
Indikator Pendidikan 2003  2004 2006  2007  2008  2009  2010  2011  
Angka Partisipasi Sekolah (%) 
7-12 98.05      98.67  98.88 98.95 99.03 99.07 99.19 99.03 
13-15 92.89           94.99  93.83 94.06 94.15 94.31 94.99 94.07 
16-18 72.25          73.31  72.43 72.79 72.73 72.74 73.53 72.41 
19-24 17.12           18.68  20.95 23.60 23.13 22.82 24.11 na 
Angka Partisipasi Kasar (%) 
SD/MI/Paket A 107.64 108.84 113.40 116.36 115.20 111.77 115.06 na 
SMP/MTS/Paket B 94.16 95.87 96.50 94.48 92.16 88.65 87.99 na 
SM/MA/Paket C 74.42 75.28 73.70 81.81 78.19 82.84 80.96 na 
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SD/MI/Paket A 95.36 95.88 95.48 95.75 96.05 96.95 97.32 92.57 
SMP/MTS/Paket B 78.74 79.98 78.39 76.44 76.58 77.40 78.58 74.76 
SM/MA/Paket C 61.63 62.04 57.07 61.95 62.19 62.12 62.42 61.43 
Pendidikan yang Ditamatkan Penduduk 15+ (%)  
Tidak/Belum Pernah 
Bersekolah 3.96 3.96 4.97 5.37 4.81 4.13 5.30 na 
Tidak Tamat SD/sederajat 17.60 17.52 18.93 18.19 20.11 18.38 11.31 na 
Tamat SD/Sederajat 30.31 29.37 30.44 28.30 25.14 26.40 26.93 na 
Tamat SMP/Sederajat 23.81 23.44 21.51 21.32 21.49 21.65 26.95 na 
Tamat SMA/Sederajat 24.33 25.71 24.14 26.82 28.45 29.44 29.50 na 
Angka Buta Huruf (%) 
10+ 3.25 3.93 5.15 4.87 3.61 3.13 2.74 3.66 
15+ 3.72 4.31 5.73 5.49 4.06 3.61 3.12 na 
15-44 1.28 1.39 2.44 2.09 1.11 0.88 0.74 na 
45+ 10.80 12.60 14.81 14.48 11.71 10.79 9.30 na 
Rata-Rata Lama 
Sekolah 
na na 8.50 8.50 8.50 8.62 8.81 8.90 
Sumber: BPS 
na=data tidak tersedia 
 
Masalah pendidikan di Aceh pada dasarnya terletak pada mutu. Hal ini tercermin setidaknya pada dua 
aspek: mutu guru dan manajemen sekolah. Dua aspek ini adalah determinan penting dalam proses belajar 
mengajar di tingkat sekolah. Mutu guru dapat tercermin pada dua hal: kualifikasi dan kompetensi. Yang pertama 
dapat diindikasikan dari persentase guru yang berkualifikasi minimal S1/D4. Persentase guru TK/RA 
berkualifikasi minimal S1/D4  hanya berada pada angka17,2% pada 2012.viii Persentase guru berkualifikasi 
minimal S1/D4 pada SMD dan sederajat sudah mencapai di atas 80% dan pada SMA dan MA di atas 90% pada 
2012.ix Secara umum sebenarnya persentase guru berkualifikasi S1/D4 meningkat jauh dibandingkan pada tahun 
2009 (lihat Gambar 3). 
 
Gambar 3 
Persentase Guru Berkualifikasi Minimal S1/D4, 2009-2012 
Persentase Guru berkualifikasi minimal S1/D4 
di semua jenjang (SD/MI-SM), 2009/12 
 
Persentase Guru berkualifikasi minimal 








ISSN: 1693 – 7775 
 
Jurnal Pencerahan 
Volume 7, Nomor 2, (September) 2013 
Halaman 90-100 
Majelis Pendidikan Daerah 
Aceh 
 
  Sumber: Dinas Pendidikan Aceh, 2009-2012 
Namun isu penting tentang guru adalah kompetensi mereka. Dari 8.846 orang guru dari semua jenjang 
pendidikan (termasuk kepala sekolah) dan pengawas sekolah yang mengikuti UKA pada 2012, sebanyak 
76,49% di antaranya dinyatakan lulus dengan nilai kelulusan (passing grade) 30,00 dan diwajibkan mengikuti 
PLPG. Peserta UKA yang tidak lulus diwajibkan mengikuti Diklat Pasca UKA yang dilaksanakana oleh LPMP 
Provinsi Aceh. Peserta yang lulus dalam Diklat Pasca UKA dapat mengikuti PLPG. x Dari sejumlah 17.701 
orang guru yang mengikuti UKG, untuk satuan pendidikan TK, nilai rerata tertinggi diperoleh Kabupaten 
Simeulue sebesar 40,67 dan terendah diperoleh Kabupaten Pidie Jaya sebesar 30,44. Untuk satuan pendidikan 
SD, nilai rerata tertinggi diperoleh Kabupaten Simeulue sebesar 44,42 dan terendah diperoleh Kabupaten Aceh 
Tenggara sebesar 33,63. Nilai rerata tersebut masih dapat digolongkan sebagai angka yang relatif rendah. 
Dari sudut manajemen sekolah di mana pencapaian 8 standar pendidikan nasional diukur, hasil 
Evaluasi Diri Sekolah (EDS) yang dilakukan oleh LPMP pada 2012 menunjukkan bahwa dari 1.101 sekolah 
(yakni 30% dari total sekolah) yang dijadikan sampel dan belum termasuk madrasah di bawah Kemenag, di 
tingkat SD nilai rata-rata tertinggi untuk standar isi sebesar 1,46 dan terendah untuk standar pendidikn dan 
tenaga kependidikan sebesar 0,89. Di tingkat SMP, nilai rata-rata tertinggi untuk standar pembiayaan sebesar 
1,53 dan terendah untuk standar proses sebesar 1,29. Sementara di tingkat SMA, nilai rata-rata tertinggi untuk 
standar isi dan standar pendidik dan tenaga kependidikan masing-masing sebesar 1,49 dan terendah untuk 
standar proses sebesar 1,18 (lihat Tabel 3). xi  
 
Tabel 3. Nilai rata-rata 8 Standar Nasional Pendidikan  menurut jenjang pendidikan, 2012 
 
Satuan Pendidikan SD SMP SMA 
Standar Isi 1,46 1,26 1,49 
Standar Proses 1,4 1.29 1,18 
Standar kompetensi 
lulusan 0,92 1.49 1,2 
Standar pendidik dan 
tenaga kependidikan 0,89 1.45 1,49 
Standar sarana dan 
prasarana 1,13 1.48 1,26 
Standar pengelolaan 1,41 1.41 1,29 
Standar pembiayaan 1,33 1.53 1,37 
Standar penilaian 1,41 1.40 1,35 
Sumber: e-eds.kemdikbud.go.id, 2012 
 
Hubungan antara Kinerja Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi 
Hasil penelitian Cooray (2009) menunjukkan tidak terdapat hubungan yang begitu jelas antara belanja 
pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi (lihat Gambar 4). Ini mengindikasikan bahwa adalah keliru jika 
belanja pendidikan dinaikkan terus menerus, pertumbuhan ekonomi akan naik. Belanja pendidikan yang besar 
akan menjadi sia-sia jika penggunaannya tidak tepat. Masalah efisiensi eksternal dari sistem pendidikan, di 
mana kinerja pendidikan memberi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi perlu dikaji kembali. Justru hubungan 
positif terjadi antara kenaikan angka melek huruf dengan kenaikan pendapatan per kapita (Hanushek dan 
Woessmann, 2008). Pada Gambar 2, Angka Melek Huruf naik dan turunxii, tapi angkanya selalu berada di atas 
90 persen. Namun dari Gambar 5 dan 6 dapat diindikasikan bahwa kenaikan pendapatan per kapita - diukur 
dengan PDRB per kapita - berkorelasi positif dengan kenaikan rata-rata lama belajar. 
Walaupun hubungan antara belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi tidak jelas, tapi 
sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 7 ada hubungan positif antara PDB dan Angka Partispasi SD (Cooray, 
2009). Namun perlu dicatat bahwa kenaikan partisipasi sekolah terjadi lebih karena membaiknya pengelolaan 
pendidikan (lihat World Bank, 2013).  Gambar 8 mempertegas bahwa dari tahun ke tahun terjadi kenaikan 
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Gambar 6. PDRB tanpa Migas per kapita Aceh, 2007-2011 (ribu rupiah) 
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Gambar 7. Pertumbuhan PDB dan Angka Partisipasi Kasar pada Sekolah Dasar 1999-2005 
 
 
Sumber: Cooray, 2009. 
 
Gambar 8. Pertumbuhan Ekonomi Aceh tanpa Migas, 2000-2011 (%) 
 
 
  BPS, 2012 
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  Sumber: BPS, 2012. 
Kesimpulan 
Pendidikan Aceh mempunyai kecencerungan semakin tumbuh, baik dari dari sudut kuantitas maupun 
kualitas. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya angka melek huruf, angka partisipasi, dan rata-rata lama sekolah. 
Di samping itu, terdapat hubungan positif antara kinerja pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi, 
sebagaimana diindikasikan dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan penurunan 
angka pengangguran.Walaupun akses pendidikan di Aceh secara relatif sudah baik, tapi terdapat masalah dalam 
hal mutu pendidikan, terutama dalam aspek mutu guru dan manajemen pengelolaan satuan pendidikan. Belanja 
pendidikan tidak berhubungan langsung dengan kinerja pendidikan, tapi bagaimana pendidikan dikelola mulai 
dari jenjang pengelolaan di tingkat provinsi dan kabupaten hingga tingkat sekolah menentukan kualitas output 
pendidikan. 
Disarankan agar dilakukan kajian empiris yang lebih formal dengan melakukan estimasi terhadap 
model ekonometrik terhadap hubungan antara kinerja pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. 
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Endnote 
i
 http://en.wikipedia.org/wiki/Human_capital, diunduh 11 November 2013. 
ii
 Ketentuan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan . Pasal 49 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Pasal 193 Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. 
iii
 Dana Otonomi Khusus berlaku untuk jangka waktu 20 tahun, di mana untuk tahun pertama sampai dengan 
tahun kelima belas (2008-2022) besarnya setara dengan 2% plafon Dana Alokasi Umum Nasional dan untuk 
tahun keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh (2023-2027) besarnya setara dengan 1% plafon Dana 
Alokasi Umum Nasional.  
iv
 Lihat TKPPA, Laporan Perkembangan Pendidikan Aceh 2012. 
v
 Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah persentase penduduk usia tertentu yang bersekolah atau terdaftar pada 
lembaga pendidikan, terlepas jenjang pendidikan. Ini berbeda dengan Angka Partisipasi Kasar (APK), yakni 
rasio antara penduduk (terlepas dari usia) yang terdaftar pada jenjang pendidikan tertentu (misal SD/MI) 
terhadap penduduk usia tertentu (misal 7-12) - dengan demikian persentasenya bisa di atas 100%. Sementara 
Angka Partisipasi Murni (APM) adalah rasio antara penduduk dari kelompok usia tertentu (misalnya 7-12) yang 
terdaftar pada jenjang pendidikan tertentu (misal SD/MI) terhadap penduduk usia tertentu (misal 7-12) - dengan 
demikian persentasenya tidak bisa lebih besar daripada 100%. 
vi
 Lihat TKPPA, Laporan Perkembangan Pendidikan Aceh (LPPA) 2012. 
vii
 APK bahkan mencapai 31,21% pada 2011. 
viii
 Jika dibandingkan antar SD dan MI, maka mutu persentase guru berkualifikasi S1/D4 pada MI lebih tinggi 
daripada SD. Pada tahun 2012, lebih dari setengah dari total guru MI telah berkualifikasi minimal S1/D4 
sedangkan guru SD hanya 33,9%. 
ix
 Untuk SMP angkanya 80,1%, untuk MTs 83,5%. Untuk SMA 90,7% dan MA 91,4% 
x
 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2012 tentang Uji Kompetensi Guru 
mengamanahkan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui LPMP seluruh Indonesia 
melaksanakan Uji Kompetensi Awal (UKA) bagi guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah yang berada di 
bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai persyaratan mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi 
Guru (PLPG) untuk mendapatkan sertifikat sebagai pendidik, dan Uji Kompetensi Guru (UKG) bagi guru yang 
telah sertifikasi sebagai pemetaan kompetensi, langkah awal  Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), 
dan alat kontrol Penilaian Kinerja Guru (PKG). Komposisi instrumen tes adalah 30% kompetensi pedagogik dan 
70% kompetensi profesional. 
xi
 Nilai ideal untuk masing-masing standar adalah 2,00. Semakin tinggi mendekati 2, semakin baik.  
xii
 Ini dapat terjadi karena perubahan definisi dari waktu ke waktu. 
